
 

 
 

WALIKOTA SAMARINDA 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA 
NOMOR 8 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SAMARINDA, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
Tahun 2017;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Samarinda Tahun 2017; 
 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana 
Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

RKPD Tahun 2015; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan 

Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 
2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 
PEMBANGUNAN DAERAH  (RKPD) KOTA SAMARINDA TAHUN 

2017. 
 

Pasal 1 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2017 
adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Rancangan Kerja Ekonomi 

Daerah, Arah Kebijakan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta 
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017. 

 
Pasal 2 

Rencana Kerja  Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1, merupakan: 

a. pedoman dan panduan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPB) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2017; 

b. hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) Kota 

Samarinda Tahun 2016 Untuk Kegiatan Tahun 2017. 

 Pasal 3 

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2017 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat: 

BAB I  Pendahuluan 

BAB II  Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu 

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan 
Daerah  
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BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 

BAB VI Penutup 

(2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 

 
(1) Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kota Samarinda membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas 

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran 
kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari saat 

berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan 
pertimbangan bagian analis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya 

yang diajukan Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Lembaga di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kota Samarinda. 

 
Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 

Ditetapkan di Samarinda 
   pada tanggal 31 Mei 2016 

WALIKOTA SAMARINDA, 
 

ttd 
H. SYAHARIE JA’ANG 

 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 31 Mei 2016 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

                            ttd 

                H. HERMANTO 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 NOMOR 8. 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum, 
 

 
 

A. FYDAYEEN, SH 
NIP. 19700202 199603 1 002 
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